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ABSTRAK

Penyalagunaan narkotika sebagaimana besar terjadi pada anak-anak usia sekolah
maupun remaja. Mereka mudah terpengaruh dan jiwa belum stabil. Penelitian ini
bertujuan untuk mendiskripsikan konsep pengaturan tindak pidana narkotika dalam telaah
hukum positif di Indonesia dan pandangan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009
terhadap anak pengguna narkotika.

Pengaturan tindak pidana narkotika dimulai dengan UU No 9 Tahun 1976 yang
melarang tentang pembuatan, penyimpanan, pengedaran dan penggunaan narkotika.
Ketentuan dalam UU No 9 ini pada dasarnya berhubungan dengan perkembangan lalu-
lintas dan adanya alat-alat perhubungan modern yang mempercepat penyebaran atau
pemasukan narkotika ke Indonesia. Kemudian UU No 9 Tahun 1976 dianggap dapat lagi
mengakomodir banyak hal dari kejahatan narkotika. Maka diterbitkanlah UU No 22
Tahun 1997 tentang Narkotika yang mempunyai cakupan lebih luas baik dari segi horma,
ruang lingkup materi, maupun ancaman pidana yang diperberat berupa hukuman mati.
Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 dirumuskan dalam Bab
XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. UU No 35 Tahun 2009
terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh UU dan dapat
diancam dengan sanksi pidana, yakni: a). Perbuatan berupa memiliki, menyimpan,
menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika, b). Perbuatan berupa
memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor
narkotika, c). Perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,
menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor
narkotika, e). Perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit
narkotika dan precursor. Ketentuan hukum pidana anak, ditetapkan dalam UU No 3
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dibentuknya UU ini disadari bahwa walaupun
kenakalan anak merupakan perbuatan anti sosial yang dapat meresahkan masyarakat.
Dalam UndangUndang No 35 Tahun 2009 tidak memberikan pengecualian terhadap
pelaku anak. Berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU di atas, penyalahgunaan
narkotika mengandung makna, penyalahgunaan narkotika yang dilakukan dengan tanpa
hak dan melawan hukum yang ditujukan bagi diri sendiri. Anak pelaku tindak pidana
pengguna narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 127 UU No 35 Tahun 2009 jo Pasal 22
UU No 3 Tahun 1997 diubah menjadi UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak dapat dijatuhi pidana. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak
yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini narkotika
paling lama ¥z (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
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PENDAHULUAN

Peningkatan pengendaran dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan
memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan. Karena
kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri
melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang
terorganisasi secara bagus, rapi dan sangat rahasia. Di samping itu kejahatan narkotika,
perkembangan kualitas kejahatan narkotika tersebut sudah menjadi, ancaman yang serius
bagi kehidupan umat manusia. Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan
dalam upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika
diperlukan upaya bersama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat, karena tanpa
koordinasi peredaran gelap narkotika, masyarakat pun mulai merasakan pengaruh-
pengaruh dan akibat-akibat secara nyata, bahkan dalam tingkat ancaman berbahaya
terhadap kepentingan dan kesejateraan masyarakat. Gejala-gejalanya antara lain narkotika
sudah memasuki lingkungan keluarga, sekolah dan lingkungan-lingkungan tradisional
pun sudah tersusupi.

Tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana khusus. Sebagaimana tindak
pidana khusus, hakim diperbolehkan untuk menghukum dua pidana pokok sekaligus,
pada umumnya hukuman badan dan pidana denda. Hukuman badan berupa pidana mati,
pidana seumur hidup, atau pidana penjara. Tujuannya agar pemidanaan itu memberatkan
pelakunya supaya kejahatan dapat ditanggulangi di masyarakat, karena tindak pidana
narkoba sangat membahayakan kepentingan bangsa dan negara.

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak merupakan suatu penyimpangan
tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum, sangat disayangkan apabila anak telah
mengalami pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bahkan dapat menjadi.
Menurut Sudarsono, seseorang yang menderita ketagihan atau ketergantungan pada
narkotika akan merugikan dirinya sendiri, juga merusak kehidupan masyarakat.
Penyalagunaan narkotika sebagaimana besar terjadi pada anak-anak usia sekilah maupun
remaja. Dimana mereka masih begitu mudah terpengaruh dan kondisi jiwa mereka yang
masi belum stabil. Ini juga yang banyak terjadinya di berbagai kota yang sedang
berkembang dan giat-giatnya membangun. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional
(BNN), kasus pemakaian narkotika dan psikotropika oleh pelaku dengan tingkat
pendidikan SD hingga tahun 2007 berjumlah 12.858 korban. Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 merupakan Undang-Undang terbaru yang mengatur mengenai narkotika,
namun dalam hubungannya terhadap tindak pidana anak harus diselaraskan pada Undang-
Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak terkait dalam upaya
pengambilan putusan untuk menyelesaikan kasus tersebut.

PEMBAHASAN

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan sasaran potensial generasi
muda telah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunanya merata di seluruh
strata sosial masyarakat. Pada dasarnya narkotika sangat diperlukan dan mempunyai
manfaat di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkotika
menjadi berbahaya jika terjadi penyalahgunaan. Terdapat 6 (enam) permasalahan pokok
yang harus diberantas berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 1971, yaitu:

1. Kenakalan remaja,

Penyalahgunaan narkotika,
Penyelundupan,
Uang palsu
Subversif, dan
Pengawasan orang asing.
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Dengan melihat berbagai dampak yang ditimbulkan maka pemerintah Indonesia
memandang perlu untuk segera membuat suatu peraturan perundang-undangan tentang
narkotika yang baru. Karena dampak bahaya dari narkotika itu sendiri yaitu dapat
menimbulkan kecanduan dan ketergantungan bagi si pemakai yang penggunaannya diluar
pengawasan dokter, juga kemungkinan bahaya besar bagi kehidupan bernegara baik
dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya serta keamanan maupun ketahanan
nasional bangsa Indonesia.

Ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang
Narkotika pada dasarnya berhubungan dengan perkembangan lalu-lintas dan adanya alat-
alat perhubungan dan pengangkutan modern yang menyebabkan cepatnya penyebaran
atau pemasukan narkotika ke Indonesia, ditambah pula dengan kemajuan-kemajuan yang
dicapai dalam bidang pembuatan obat-obatan, ternyata tidak cukup memadai untuk dapat
mencapai hasil yang diharapkan. Penyalahgunaan pemakaian narkotika dapat berakibat
jauh dan fatal serta menyebabkan yang bersangkutan menjadi tergantung pada narkotika
untuk kemudian berusaha agar senantiasa memperoleh narkotika itu dengan segala cara,
tanpa mengindahkan norma-norma sosial, agama maupun hukum yang berlaku.

Pengaturan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika
mempunyai cakupan lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun
ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut, selain berdasrkan
pada faktor-faktor diatas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa
nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif
untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
Beberapa materi baru antara lain mencakup pengaturan mengenai penggolongan
narkotika, pengadaan narkotika, label dan publikasi, peran serta masyarakat, pemusnahan
narkotika sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, perpanjangan
jangka waktu penangkapan, penyadapan telepon, teknik penyidikan penyerahan yang
diawasi dan pembelian terselubung dan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak
pidana narkotika sudah sangat modern. Dalam rangka memberi efek psikologis kepada
masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana narkotika, perlu ditetapkan ancaman
pidana yang lebih berat, minimum dan maksimum, mengingat tingkat bahaya yang
ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran narkotika sangat mengancam
ketahanan keamanan nasional. Untuk lebih menjamin efektifitas pelaksanaan
pengendalian dan pengawasan serta pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkotika, perlu diadakan sebuah badan koordinasi tingkat nasional
dibidang narkotika dengan tetap memperhatikan secara sungguh-sungguh berbagai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun peningkatan, pengendalian dan pengawasan sebagai upaya dalam
mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat
diperlukan karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan
secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh
sindikat yang terorganisasi dan rahasia. Disamping itu, kejahatan narkotika bersifat
transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih,
termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkotika. Sedangkan dari perkembangan
kualitas kejahatan narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi
kehidupan umat manusia.

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap
narkotika dan prekursor narkotika sangat diperlukan sehingga dalam Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 perlu dibentuk Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya
disebut dengan BNN.



KESIMPULAN

Pengaturan tindak pidana narkotika dimulai dengan dikeluarkannya Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 1976 sebagai alat untuk prevensi umum dalam rangka
penanggulangan narkotika di Indonesia. Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1976 secara umum dapat digambarkan sebagai berikut: 1). Mengatur
jenis-jenis narkotika yang lebih terinci. 2). Pidananya juga sepadan dengan jenis-jenis
narkotika tersebut, 3). Mengatur pelayanan tentang kesehatan untuk pecandu dan
rehabilitasinya, 4).Mengatur semua kegiatan yang menyangkut narkotika yakni
penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas pengangkutan serta
penggunanaan narkotika, 5). Acara pidananya bersifat khusus, 6). Pemberian premi bagi
mereka yang berjasa dalam pembongkaran kejahatan narkotika, 7). Mengatur kerjasama
internasional di bidang penanggulangan narkotika. 8). Materi pidananya banyak yang
menyimpang dari KUHP, 9). Ancaman Pidana lebih berat. Pada tahun 2009, maka
dibuatlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai perubahan. Ketentuan pidana
yang terdapat dalam UU ini dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111
sampai dengan Pasal 148. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, terdapat empat
kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat
diancam dengan sanksi pidana, yakni: a). Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan
berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor
narkotika, b). Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi,
mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika, c).
Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual,
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan
narkotika dan prekursor narkotika, €). Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan
berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan precursor.
Penyalahgunaan narkotika memiliki 2 (dua) sanksi pidana yaitu sanksi pidana penjara dan
sanksi tindakan berupa rehabilitasi bagi para penyalahguna narkotika, Anak pelaku
kejahatan dapat saja tidak dijatuhi pidana, yaitu dikenai tindakan sebagaimana dimaksud
Pasal 22 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.
Penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan terhadap seorang anak pelaku kejahatan
harus dilakukan oleh hakim sebagai hal ultimum remedium (pilihan terakhir), dan hanya
untuk kepentingan anak. Secara khusus ketentuan yang mengatur masalah hukum pidana
anak, ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.
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